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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya dipilih oleh penulis sebagai
tempat pelaksanaan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui penerapan
tax review yang terjadi pada salah satu klien yang ditangani oleh KKP tersebut.
Kegiatan penelitian yang dilakukan, dimulai dari tahap awal persiapan hingga
pelaksanaan penelitian selesai.
4.1.1 Gambaran Umum KKP Artha Raya Consult

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya merupakan salah satu kantor
konsultan pajak yang berkedudukan di Surabaya. KKP ini dipimpin oleh Dra. M.
Zeti Arina, MM., BKP yang telah mulai mengembangkan KKP Artha Raya
Consult sejak tahun 2005, dan senantiasa terus meningkatkan reputasi kerja yang
baik dengan didasari profesionalisme yang tinggi. Kantor milik sendiri berada di
Ruko Raya Jemursari Kav. 203 Blok D-01 Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar
tercipta kenyamanan dan keleluasaan kerja yang lebih baik serta letaknya yang
srategis sehingga dapat mengakomodasikan kegiatan wusaha yang terus
berkembang seiring berjalannya waktu. Selain memberikan jasa konsultasi di
bidang perpajakan, KKP yang telah bersertifikat brevet C ini juga berpengalaman
dalam menangani berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan
akuntansi, manajemen keuangan, sistem maupun kepabeanan.

KKP Artha Raya Consult memiliki tujuan utama yaitu memberikan jasa-

jasa yang terkait dengan masalah perpajakan dengan menganut sistim kerja yang
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mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi klien serta dilakukan secara
profesional, objektif sesuai dengan kondisi nyata perusahaan tanpa melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam
melaksakan kerja secara profesional, KKP Artha Raya Consult menggunakan
berbagai perangkat hukum yang ada untuk meminimalkan beban pajak perusahaan
namun tidak dengan melanggar ketentuan perundang-undangan pajak yang
berlaku. Hal ini dapat menjadikan perusahaan (klien) dapat menyusun
perencanaan pajak dengan pembayaran pajak yang lebih efisien dan benar.
4.1.2 Sejarah Berdirinya KKP Artha Raya Consult

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya dibentuk dalam rangka
menanggapi permasalahan perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak.
Permasalahan perpajakan timbul utamanya sejak dilaksanakannya reformasi pajak
tahun 1984 yang mengubah Official Assessment System menjadi Self Assessment
System yang berdampak pada perubahan sistim pelaporan perpajakan. Dengan
sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Namun dengan adanya
peraturan pajak yang kompleks dan selalu berubah-ubah, mengharuskan Wajib
Pajak untuk benar-benar memahami peraturan perpajakan secara benar pula.

Konsekuensi logis yang terjadi jika Wajib Pajak tidak memiliki
pemahaman yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu
dapat terjadi pembengkakan biaya pajak yang harus dibayar karena pemahaman
dan penerapan aturan pajak yang kurang tepat serta kemungkinan dapat dikenakan

denda atau sanksi akibat kesalahan tersebut. Atas permasalahn tersebut akhirnya
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KKP Artha Raya Consult dibentuk. Berdasarkan Akta Notaris yang
ditandatangani di Sidoarjo pada tanggal 21 Nopember 1998 dan bertanggung
jawab untuk menjalankan beberapa kegiatan usaha sesuai dengan akta notaris
tersebut, antara lain:

1. Perdagangan usaha pada umumnya, termasuk ekspor impor, lokal
interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat
diperdagangkan termasuk suku cadang, mekanikal, elektrikal, alat-alat
kantor, alat-alat rumah tangga, mebelair, dan lain-lain, baik untuk
perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi

2. Sebagai grosier, leveransier, distributor dan peragenan, supplier, penyalur
atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik perusahaan dalam negeri
maupun dari luar negeri.

3. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk
industri ringan maupun industri berat, antara lain dengan mendirikan
pabrik-pabrik dan atau perusahaan-perusahaan

4. Usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan

5. Usaha dibidang pengangkutan baik orang dan barang dan travel biro

6. Usaha dibidang pertambangan dan migas

7. Usaha pembangunan dan perencanaan sebagai pemborong, perencana dan
pelaksana pembangunan baik bangunan gedung, jalan, air minum, teknik
listrik, jembatan

8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, jasa konsultan pajak dan konsultan

management

SKRIPSI PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA IKA PRAVITA WARDANI
RAYA CONSULT....



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Atas dasar perluasan usaha dan untuk mendapatkan lebih banyak klien lagi
maka pada tanggal 25 Juni 2009 sesuai dengan Akta Notaris KKP Artha Raya
Consult merubah tempat kedudukan usahanya dari yang beralamatkan di Sidoarjo
ke Surabaya. Kemudian sekarang KKP Artha Raya Consult memiliki kantor pusat
yang terletak di Jalan Raya Jemursari. Hal itu dilakukan karena dengan banyaknya
jumlah klien yang dimiliki maka secara tidak langsung KKP Artha Raya Consult
membutuhkan kantor atau tempat usaha yang lebih besar dari pada kantor yang
sebelumnya sehingga dapat menampung jumlah pegawai yang lebih banyak lagi
guna dapat memenuhi kebutuhan dari para klien.

Selain berkantor pusat di Surabaya, kini KKP Artha Raya Consult telah
memiliki kantor cabang di Banyuwangi dan Jakarta. Hal itu dilakukan agar bisa
memberikan pelayanan usaha yang lebih baik dan lebih dekat kepada seluruh
relasi usaha dan agar KKP Artha Raya Consult menjadi kantor konsultan yang
profesional dan terpercaya.

4.1.3 Jasa yang Diberikan KKP Artha Raya Consult

Sebagai suatu kantor konsultan pajak, KKP Artha Raya Consult memberikan jasa
di bidang perpajakan dengan jasa-jasa pokok sebagai berikut:

1. Tax Planing Service

Diibaratkan  sebagai langkah penyusunan blue print perpajakan di
perusahaan tersebut, dimana untuk masing-masing perusahaan diatur dengan
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti:

a. Pemilihan bentuk usaha,
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b. Metode penyusutan,
c. Penyusunan akun yang sesuai,
d. Metode PPh karyawan,
e. Kontrak dengan pihak ketiga,
f. Tax treaty dan sebagainya.
Tujuan utama dari Tax Planning ini adalah meningkatkan managemen pajak
yang efisien untuk mendapatkan  alternatif  terbaik dalam melakukan
penghematan pajak secara legal.
2. Tax Review Service
Tax Review Service adalah  jasa pemeriksaan internal  terhadap
pemenuhan semua aspek perpajakan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan dengan
tujuan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul,
b. Usaha pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul
untuk meminimalkan resiko.
Tax Review sangat dianjurkan untuk menghadapi pemeriksaan maupun restitusi
pajak.
3. Tax Audit Assistance Service
Tax Audit Assisstance Service adalah jasa untuk mendampingi maupun
mewakili Wajib Pajak apabila ada pemeriksaan pajak.
Termasuk dalam jasa ini antara lain:
a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan,

b. Menjawab pertanyaan maupun korespondensi dengan pemeriksa serta
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c. Menjelaskan mengenai semua data yang diperlukan dan memberikan
sanggahan atas temuan pemeriksa sampai dengan keluar produk
hukumnya.
4. Tax Compliance Service

Tax Compliance Service adalah jasa pengisian Surat Pemberitahuan
Masa (Bulanan) maupun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk
semua jenis Pajak Penghasilan baik PPh 21, maupun PPh Pasal 25, maupun Pajak
lainnya PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Penghitungan PPh Pasal 24, PPh Pasal 26,
PPh Pasal 4(2), dan sebagainya.
5. Tax Case Assistance Service

Tax Case Assistance Service adalah jasa berupa pendampingan Wajib
Pajak atas kasus-kasus yang dihadapi Wajib Pajak berupa Keberatan, Peninjauan
Kembali, Pengurangan Denda maupun Banding apabila permasalahannya tidak
bisa diselesaikan lewat keberatan.
6. Tax Administration Service

Tax Administration Service merupakan jasa pengurusan perpajakan,
misalnya pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena
Pajak (PKP), Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Permohonan Surat
Keterangan Bebas (SKB) untuk PPh Pasal 22 Impor, permohonan izin pembukuan
dalam mata uang asing, Revaluasi aktiva tetap, dan sebagainya.
7. Financial and Management Consulting Service

Financial and Management Consulting Service adalah pendampingan

terhadap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan management,
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baik yang berhubungan dengan perpajakan maupun untuk tujuan komersial
seperti laporan untuk Pengajuan Kredit, Studi Kelayakan Bisnis untuk Pemegang
Saham, dan sebagainya.
8. Customs Consultant Service

Customs Consultant Service adalah jasa yang berhubungan dengan
kegiatan Kepabeanan seperti:

a. Permohonan fasilitas Kawasan Berikat,

b. KITE,

c. Fasilitas BKPM,

d. Registrasi Importir,

e. Pembebasan Bea Masuk/Bea Masuk ynag ditanggung pemerintah,

f. Masterlist,

g. Audit Bea Cukai,

h. Keberatan,

i. Banding.
j.  Investment Licenses and Facility Service

Jasa ini berhubungan dengan perijinan investasi dan fasilitas seperti
pananaman modal asing, penanaman modal dalam negeri,perubahan lokasi usaha,
perubahan jenis usaha,perubahan komposisi orang asing, perubahan pembiayaan,
perubahan pemegang saham, perubahan dari PMA ke PMDN , perpanjangan
penyelesaian proyek, merger dsb.
k. Representative Office Licenses Service

Jasa seperti perwakilan dagang asing, perwakilan kontraktor asing dsb.
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[ Work Permit and Stay Permit for Expatriate
Jasa seperti laporan tenaga asing, ijin memperkerjakan tenaga kerja asing,
1jin kerja dan ijin tinggal bagi orang asing, MERP, EPO dsb.
4.1.4 Klien KKP Artha Raya Consult
Klien-klien yang telah memberikan kepercayaan kepada KKP selama ini
terdiri dari entitas-entitas usaha dari berbagai jenis bidang usaha dan berbagai
bentuk usaha, yang antara lain berlokasi di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa

Timur. Berbagai bentuk usaha klien yang ditangani adalah :

a. Swasta Nasional d. Yayasan
b. Penanaman Modal Dalam e. Kerjasama Operasi
Negeri f. Bentuk Usaha Tetap

c. Penanaman Modal Asing
4.1.5 Sumber Daya Manusia

Bagian utama yang sangat penting dalam perusahaan jasa profesi adalah
terletak pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam kebijakan penerimaan
calon tenaga profesional yang baru, KKP Artha Raya Consult cukup selektif
dalam menilai kemampuan pendidikan formalnya. Selain dari ekonomi jurusan
perpajakan, akuntansi atau akuntan dengan index prestasi yang memadai, calon
staf juga diwajibkan melalui proses tes dan wawancara khusus di bidang akuntansi
dan perpajakan. Bagi staf yang sudah bergabung, secara periodik juga diadakan
in-house training dan diskusi, serta dipilih untuk mengikuti pendidikan profesi
berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia,

dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan penguasaan
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staf terhadap peraturan-peraturan perpajakan, standar akuntansi keuangan,
kepabean, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan jasa ini.

Organisasi personel dari KKP Artha Raya Consult telah mengalami
perluasan seiring dengan perkembangan usahanya. Sampai saat ini telah terbentuk
suatu organisasi personel yang terkoordinasi dengan baik, mulai dari staf
akuntansi, perpajakan, manager, dan pimpinan, selain itu terdapat pula tenaga ahli
teknologi informasi sebagai penunjang.

4.1.6 Struktur Organisasi KKP Artha Raya Consult

KKP Artha Raya Consult memiliki struktur organisasi dengan kerangka
yang menunjukkan tugas dari masing-masing bagian dalam melaksanakan
kegiatannya sehingga fungsi manajemen dalam perusahaan dapat berjalan dalam
perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KKP

Direktur Komisaris
Masdiudi M. Zeti Arina

{ Cabang }

M. Deddv K.

Manager
Ulfa Rahmawati

\ 4

Pajak Akuntansi Teknologi
- Dian R. - Agung C. Informasi
- Ika P. - Fendik Abdul Kadir.
- Arin Soca - UlvaR.
- Putri

Sumber : KKP Artha Raya Consult
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4.1.7 Gambaran Umum PT. ABC

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri
pembuatan sepatu. PT. ABC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 5
Februari 2009 di Gresik. Akta pendirian beserta perubahannya ini disahkan oleh
Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C-20389.HT.01.01.Tahun
2002 tanggal 21 Oktober 2002. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami
perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 12 Mei 2009 tentang
perubahan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-28249.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25

Juni 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Akta tersebut, maksud dan tujuan perseroan adalah

sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk
perdagangan lokal, antar daerah / pulau, serta impor-ekspor, baik untuk
perhitungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk perhitungan pihak
lain dari berbagai barang yang diperdagangkan, antara lain perdagangan
alas kaki, sepatu dan sandal, beserta komponen-komponennya: juga
bertindak selaku agen, grosir, distributor, supplier, leveransir dan
commision house, pedagang perantara dan perwakilan dari perusahaan-
perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, antara lain industri

alas kaki, sepatu dan sandal, beserta komponen-komponennya.
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3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa
sablon, border, spanduk dan reklame, serta jasa periklanan, promosi dan
pemasaran.

4. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, antara lain offset,
desain dan cetak grafis, serta penjilidan, kartonage dan pengepakan.

PT. ABC adalah perusahan manufaktur, yang kegiatan utamanya adalah
memproduksi sepatu, baik sepatu olah raga, sepatu kerja maupun sepatu santai
bagi dewasa maupun anak-anak. PT. ABC dalam melakukan produksi didasarkan
pada job order. Hasil produksi PT. ABC berciri khusus karena sesuai dengan
permintaan customer dan utamanya hasil produksi tersebut di ekspor. Ekspor yang
dilakukan PT. ABC terutama dilakukan ke FEropa dan Amerika. Dalam
melaksanakan kegiatan usahanya, PT. ABC memerlukan bahan baku maupun
bahan penolong yang diperoleh melalui impor maupun pembelian lokal. Selain
itu, PT. ABC ketika tidak ada order melakukan jasa makloon demi tetap menjaga
penghasilan dan menjaga karyawan agar tetap bekerja di perusahaan.

PT. ABC mengkhususkan produksi sepatu yang sangat spesifik modelnya
untuk di export ke Eropa dan Amerika yang tentunya tidak cocok dengan pasar
dalam negeri. Ketika penjualan yang dilakukan oleh PT. ABC sebagian besar
adalah ekspor maka kemungkinan untuk laporan PPNnya akan terjadi Lebih
Bayar (LB). Perusahaan yang baru berdiri tahun 2009 ini masih mengalami rugi di
laporan keuangan komersialnya, sehingga pasti setiap tahunnya akan selalu
diperiksa oleh fiskus. Selain itu karena PT. ABC laporan PPNnya selalu

mengalami lebih bayar yang akan dimintakan restitusi maka pasti setiap laporan
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PPN setiap masa juga akan diperiksa fiskus. Alasan inilah yang mendasari PT.
ABC menggunakan jasa konsultan pajak yaitu KKP Artha Raya Consult dalam
membantu pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.1

Rekap Laporan Laba dan Rugi Fiskal dan Komersial
PT. ABC Sebelum Pemeriksaan

No Tahun Laba dan Rugi Laba dan Rugi
Komersial (Rp) Fiskal (Rp)
1 2009 -1.478.855.273 -1.539.263.686
2 2010 -167.736.727 -1.367.457.924
3 2011 -81.840.123 -1.313.419.963
4 2012 -1.670.089.170 189.038.345
5 2013 744.075.703 1.376.747.100

Sumber : PT. ABC

Sesuai dengan data rekap pada tabel 4.1, diketahui bahwa sejak tahun 2009
sampai dengan tahun 2011, PT. ABC mengalami kerugian fiskal. Kerugian fiskal
tersebut menyebabkan tidak ada PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29). Sebaliknya
yang terjadi setiap tahun adalah Lebih Bayar untuk SPT Tahunan PPh Badannya.
Hal ini dikarenakan, ada kredit pajak yaitu PPh 22 atas impor dan PPh 23 atas
jasa. Meskipun di tahun 2012 dan 2013, laporan laba rugi fiskal PT. ABC
menunjukkan laba tetapi dikarenakan kredit pajak pada tahun tersebut lebih besar
daripada PPh terutang nya maka tetap saja SPT Tahunan PPh Badannya
menunjukkan posisi lebih bayar. Hal ini lah yang menyebabkan, tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 PT. ABC mengalami pemeriksaan pajak. Proses
pemeriksaan pajak PT. ABC untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 telah selesai,
sedangkan untuk tahun 2013 sampai saat penulis melakukan penelitian masih

dalam proses.
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Selain mengalami pemeriksaan pajak setiap tahunnya, PT. ABC juga
mengalami pemeriksaan setiap masa atas PPN lebih bayarnya. Baru mulai bulan
Juli tahun 2012, PT. ABC mengajukan permohonan untuk menjadi pengusaha
kena pajak resiko rendah dengan pengembalian pendahuluan, sehingga proses
dalam restitusi PPN setiap masanya lebih cepat dari pada sebelumnya. PT. ABC
juga pernah mengalami pemeriksaan oleh Bea Cukai, dikarenakan sampai dengan
pertengahan tahun 2012 memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE).
4.1.7.1 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT. ABC

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan. Laporan
arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang
mengklasifikasikan dana dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Periode
yang diterapkan PT. ABC adalah sesuai tahun takwim/kalender yakni mulai
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan Keuangan
Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik.

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka dengan
jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Piutang usaha
disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Persediaan dinyatakan sebesar nilai
yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of
cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO.

Penyisihan atas persediaan dan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan
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hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode, untuk
menyesuaikan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Pemeriksaan Pajak pada PT. ABC

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT PPh Tahunan setiap tahun
pajaknya paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya. Begitu pula PT. ABC
yang harus menyampaikan SPT Tahunannya. Pada tahun pajak 2009 sampai
dengan 2013 PT. ABC mengalami lebih bayar pada laporan SPT PPh
Tahunannya. Atas lebih bayar tersebut oleh PT. ABC dimintakan pengembalian
atau restitusi. PT. ABC hanya perlu mencentang pilihan perlakuan lebih bayar
tersebut di SPT 1771 Bagian Induk (lampiran 1).

Pemeriksaan dimulai ketika PT. ABC menerima Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SP3), biasanya SP3 akan datang dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 2 (dua) bulan setelah SPT Tahunan disampaikan. SP3 tersebut berisi
pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. ABC, selain itu juga
diberitahukan tim pemeriksanya. Tim pemeriksa terdiri dari ketua kelompok
pemeriksaan, ketua tim pemeriksaan, dan anggota tim pemeriksaan (Lampiran 2).
Ketika menyampaikan SP3, pemeriksa juga memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak (Lampiran 3).

Dengan adanya SP3, Wajib Pajak dapat memberikan penolakan atau
menerima dilakukannya proses pemeriksaan. Jika menolak dilakukan pemeriksaan
maka akan terbit Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan (lampiran 4) dan

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan (lampiran 5). Sebagai Wajib Pajak yang
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patuh maka PT. ABC selalu menerima dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun
pajak 2009 sampai dengan 2013.

Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah SP3 diterima dan PT. ABC menerima
dilakukan pemeriksaan lapangan, maka akan diterima Surat Permintaan
Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran 6) yang dilampiri dengan
Daftar Buku, Catatan yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
(lampiran 7). Setiap buku, catatan dan dokumen yang dipinjam maupun
dikembalikan pemeriksa, maka harus dituangkan dalam Bukti Peminjaman dan
Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran 8).

Secara kooperatif, PT. ABC sebisa mungkin akan menyediakan data-data
atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa, selama data-data
tersebut memang benar ada. Jika PT. ABC dirasa tidak menyerahkan atau hanya
menyerahkan sebagian data-data atau dokumen-dokumen yang diminta
pemeriksa, maka PT. ABC akan menerima Surat Peringatan dengan dilampiri
Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka
pemeriksaan (lampiran 9). Selama ini, data-data atau dokumen-dokumen yang
diminta pemeriksa diserahkan secara bertahap oleh PT. ABC. Hal ini dikarenakan
butuh waktu untuk menyiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang
jumlahnya tidak sedikit tersebut.

Selain dilakukan peminjaman data-data atau dokumen-dokumen baik
hardcopy maupun softcopy, untuk memperoleh penjelasan lebih rinci, pemeriksa
pajak dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau

anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat
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panggilan. Untuk PT. ABC, pemeriksa biasanya akan bertemu dengan bagian
akuntansi dan pajak, bagian produksi, bagian marketing dan juga direktur.
PT. ABC akan mengirimkan wakilnya yang biasanya adalah bagian akuntasi dan
pajak untuk menemui pemeriksa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana
PT. ABC terdaftar. Sedangkan untuk bagian lainnya, pemeriksa bertemu ketika
datang ke PT. ABC.

Jangka waktu penggujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan
sesuai dengan program pemeriksaan (audit program) yang telah disusun,
dilakukan oleh pemeriksa paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak SP3
disampaikan. Jangka waktu tersebut dapat dapat diperpanjangan untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan. Perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan
dalam hal:

1. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak,

atau Tahun Pajak lainnya,

2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan pihak

ketiga,

3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak,

dan/atau

4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan harus diberitahujan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri
dengan Daftar Temuan Pemeriksaan (lampiran 10). PT. ABC juga akan menerima

SPHP atas proses pemeriksaan tersebut yang kemudian akan diberikan tanggapan
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tertulis. Tanggapan tertulis atas SPHP akan disampaikan oleh PT. ABC dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SPHP.
PT. ABC dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu seharusnya
berakhir.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP, maka PT. ABC akan diberikan
undangan secara tertulis pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
(lampiran 11). Hasil dari pembahasan akhir tersebut tertuang dalam risalah
pembahasan (lampiran 12). PT. ABC dapat mengajukan permohonan pembahasan
dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan jika terdapat hasil Pemeriksaan yang
belum disepakati dalam risalaj pembahasan. Selama pemeriksaan tahun pajak
2009 sampai dengan 2013, PT. ABC belum pernah mengajukan pembahasan
dengan Tim Quality Assurance.

Setelah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa dilakukan, maka PT. ABC
akan segera menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selama pemeriksaan tahun
2010 sampai dengan 2012, PT. ABC menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihi

(SKPN). Berikut alur pemeriksaan pajak yang dialami oleh PT. ABC:
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Gambar 4.2
Tahapan Pemeriksaan PT. ABC
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4.2.2 Prosedur Tax Review oleh KKP Artha Raya Consult

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh KKP Artha Raya Consult adalah Tax
Review vyaitu jasa pemeriksaan internal terhadap pemenuhan semua aspek
perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, KKP Artha Raya Consult juga menyediakan
jasa Tax Audit Assisstance yaitu jasa untuk mendampingi maupun mewakili
Wajib Pajak apabila ada pemeriksaan pajak. PT. ABC sudah mengalami
pemeriksaan pajak mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. Untuk tahun-tahun
tersebut sudah keluar hasil pemeriksaannya, kecuali untuk tahun 2013 karena
sampai dengan pemulis melakukan penelitian ini masih dalam proses pemeriksaan
tahun 2013.

PT. ABC baru menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult untuk tax
review mulai tahun 2012 sampai saat ini. Selain itu menggunakan jasa Tax Audit
Assisstance untuk tahun 2010 dalam hal dilakukan keberatan dan 2011 dalam hal
dilakukan pemeriksaan. Mulai tahun 2012, KKP Artha Raya Consult melakukan
tax review dan tax audit assisstance terhadap PT. ABC, karena masih mengalami
Lebih Bayar pada SPT Tahunannya sampai saat ini.

KKP Artha Raya Consult, yang diwakili oleh analis yang ditetapkan, akan
melakukan interaksi secara berkala dan teratur yaitu dua minggu sekali kepada
PT.ABC. Review laporan keuangan maupun pajak akan dilakukan baik setiap
masa maupun tahunan. Untuk setiap masanya, analis KKP Artha Raya Consult
akan mereview laporan pajak bulanan, yaitu SPT Masa antara lain SPT Masa PPh
Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal

4 ayat 2, dan SPT Masa PPN. Prosedur review yang akan dilakukan oleh analis
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adalah untuk mengetahui kebenaran perhitungan dan penyusunan laporan SPT
Masa tersebut. Sedangakan untuk Laporan Keuangan akan dilakukan review
secara berkala, bisa setiap bulan, tiga bulanan, enam bulanan atau satu tahun
sekali tergantung kesiapan data dari klien.

Review laporan keuangan maupun pajak dan dituangkan dalam hasil
review yang mudah dipahami klien dan pembagian feed back form untuk
mengetahui tanggapan klien terhadap kinerja KKP Artha Raya Consult. Hasil
review yang baik akan menujukkan kualias dari KKP Artha Raya Consult dan
akan meningkatkan kepercayaan klien. Dengan sendirinya, hal ini akan
meningkatkan hubungan baik antara klien dengan KKP Artha Raya Consult.

Gambar 4.3
Analisis Laporan Keuangan dan Pajak
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Sumber Data: Diolah oleh Penulis

Gambar 4.3 diatas menunjukkan bagaimana proses terjadinya review
Laporan keuangan dan pajak klien oleh KKP Artha Raya. Klien memberikan

data-data yang diperlukan oleh KKP Artha Raya Consult, lalu oleh KKP Artha
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Raya Consult akan diproses dan akan mengeluarkan Hasil Analisis yang akan
diberikan kepada klien.

Gambar 4.4
“Proses Analisis Laporan Keuangan dan Pajak (1)”
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Gambar di atas menunjukkan proses analisis Laporan Keuangan dan
Kewajiban Pajak Klien oleh KKP Artha Raya Consult. Setelah mengetahui
gambaran umum perusahaan dan permasalahan pajaknya, maka Analis akan
meminta data-data yang dibutuhkan. Data-data atau laporan yang diminta akan di
cek dan di analisis oleh analis, sehingga menghasilkan hasil analisis yang akan

diberikan kepada manager KKP Artha Raya Consult dan Pimpinan untuk dicek
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dan di setujui. Hasil cek dan disetujui tersebut disusun oleh analis sehingga

menghasilkan Laporan Review yang akan di berikan kepada Klien.

Gambar 4.5

”Proses Analisis Laporan Keuangan dan Pajak (2)”
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Gambar 4.5 merupakan subsistem dari gambar 4.4, mulai dari mempelajari

gambaran umum dan permasalahan perusahaan, meminta data klien, analisis oleh

analis yang mghasilkan hasil analisis. Hasil analisis akan diberikan kepada

manajer dan pimpinan KKP ARC untuk ditindakuli lebih lanjut, sehingga ada

hasil dan persetujuan. Hasil ini digunakan sebagai dasar penyusunan hasil review

yang digunakan sebagai acuan pertemuan/rapat antara klien dan KKP ARC
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(analis, manajer, dan pimpinan). Diharapakan hal ini akan akan memunculkan
dan meningkatkan kepercaan dan hubungan yang baik dengan klien.
4.2.2.1 Tax Review SPT Masa

Setiap bulan, PT. ABC akan memberikan data berupa SPT Masa PPh dan
SPT Masa PPN. Data yang diberikan tersebut oleh analis akan dicek kebenaran
dan penghitungan dan pelaporan dalam SPTnya. Selain itu, analis juga
mengingatkan agar PT. ABC selalu menyetor dan melapor kewajiban pajaknya
tepat waktu. Selain data SPT, juga akan diminta data-data atau keterangan lain
yang diperlukan demi memberikan hasil review yang akurat dan terpercaya.
Analis akan melakukan review sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan
perpajakan terkait. Hasil review akan dituangkan dalam laporan hasil review,
yang akan diberikan kepada PT. ABC sehingga ketika kewajiban pajak disetor
dan dilapor maka akan meminimalkan kesalahan.

PT. ABC memiliki bagian atau staff pajak sendiri, sehingga diharapkan
akan bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Analis akan lebih banyak
berkomunikasi dengan staff bagian akuntansi dan pajak. Selain mereview laporan
yang telah dibuat, Analis juga akan secara rutin menanyakan kepada klien
mengenai kesulitan perpajakan yang dialami. Juga mengingatkan akan
kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan-aturan
pajak yang terus menerus mengalami perbaruan.
4.2.2.1.1 SPT PPh Pasal 21

Kewajiban PPh Pasal 21 ada karena PT. ABC memberikan penghasilan

kepada pegawainya. Pegawai pada PT. ABC terbagi atas pegawai tetap, pegawai
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tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan terkadang ada tenaga ahli yang digunakan
jasanya oleh PT. ABC, misalnya saja notaris. Perhitungan PPh atas masing-
masing jenis pegawai tadi tentunya berbeda. PPh Pasal 21 atas penghasilan
pegawai setiap bulan harus dihitung, kemudian disetorkan ke kas negara paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain dibayar, PPh Pasal 21 tersebut juga
harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) paling lambat tanggal 20
bulan berikutnya.

Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 21 PT. ABC yang dilakukan oleh

Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 10 (sepuluh), akan diserahkan data gaji dan
perhitungan PPh Pasal 21nya oleh PT. ABC,

2. Analis akan melakukan pengecekan maupun perhitungan ulang terkait
data gaji yang diberikan,

3. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Analis didasarkan pada
PER — 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
Orang Pribadi,

4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan penyetoran PPh Pasal 21 terutang,

5. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh

Pasal 21 ataupun database e-SPT PPh Pasal 21,
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6. Analis akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dalam
pengisian SPT tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada
dan SSP sebagai bukti pembayaran,

7. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau review report atas tax review PPh Pasal 21 yang

dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :

SKRIPSI PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA IKA PRAVITA WARDANI
RAYA CONSULT....



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

)nsuo)) BBy BRI Y : Joquing

1a3euely sijeuy YXOF 14eNUB[ TZ [B58d Ydd dSS T
S eAuuedeyFuajay e11353q XNOZ LIENUES T7 2584 Udd 1dS '§
XXQF Lenuer gy Ld uemehiey eleq 7
xg Wenuer feo ejeq T
SRRy
‘nyeladuapy "lu1 poday mainay uep ueyyesidiay yepn ued ueideq ueyedniaw uendwe|
¥ [Jeniga g1 ‘eAegeing HT1T ]
ehuuendwej-uendwe| uep |45
eAUSNIEYRS |ENSTS UEY|Mag - uesowouad yejes fued Buojod npyng nies epy - ueIsiduag ueseuagay |y
jodeip uep Jedeqip esiq Jede ueyyelasip eiadas - MNP YNIUN UEYLEIISIP WN|2] ||ye eFeua) ejeq -
deja1 lemedad
eAusnieyas 1ensas uey|njag - 1led seje 77 Ydd ueBunyiyad weep ueyeesay epy - uedunyysag ueleuagay|t
aLL NI NVdVIONVL NVHVS HVIVSVIN MATATH SINATP ON
¥XQZ Menuer: MIAIATYNVING
XXOT Weniqa4 g1 - TVIONYL

LIOdTd MATATYT

Jueynsuo) Juawadeuepy pue swoysn) ‘xe) pasaysifey |Vl 4
i

W17 [seq Tdd Jioday
o' JBqUIES)

MIATY,

IKA PRAVITA WARDANI

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

SKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jnsuo?) BABY BQAY JYY : 2quIng

UBJEL3aY
sejal Yepil Nd LN /! Uep uelensasay - TZ |E58d Ydd 4SS 'E
A ynpuj -3
A guoiog nyng Jeyeq q
A UBJEL30aY guojog nyng e
Uep uejensasay - TT 584 Ydd 1dS T
ueyURgIpwni=g dMdN A IIyy edeua
A dejal yepiL lemedad 'q
A de1a] lemediad e
uedunyiyiag duejn 30 - 128y "Ld e eleq T T Ydd| ¥ UENUE|T
e[epuay [B53]35 Wn|ag 1853|135 ueyeaduaq Inpasold uawnyoq sefed syaf BB |ON
YAY1N|

T [ESEd Udd MIIAIY NVIONIY

JUe}|NSU0) Juawadeuely pue swojsn) ‘Xe] pasaisiday | \\(LJ

J

WBUE) ] - 17 [BSEq Ydd MIATY UBIIURY,,

L'f Jequier)

IKA PRAVITA WARDANI

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

SKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jjnsun ) EAEY BYUY JYY : Jaquing

sepa 4PN B8

NdIN'}

i0

ueRhequiag R 3

L=

¥ElE4 UNye] Uep EsEpy

10

UBJEABQWE VBRI 3

10

SVER VN ]

L=

W[y UEP ‘BWEN ‘dMdN ®

22l 4EPI gL

TE[F%8d Yadd 55 E

UEEs ugiog [Eng JFYE] EURIEY UE[ES

Tumod yng Jeyep fensas

1Pl 3

00000557 4 [£100 yEjwn! uEduap Miojng [1ing 57 epy

0000005 Y fE303 euind ueduzp Juoiog [1Ag 57 EpY

Tumng g EYeQ

XXOZ/\/TZH-D9Y/50 ZAX "L BWEN SE12 300104 [IYNG diidN

SE0TANTENG- DV IS0 - ZAX Lo BWEN SEIE UTI04 [PYNG dAdN

duog png 2

TT [E58q Ydd 1d5 T

deyfua wnyag ejeg

0007005

uy Edeus) 2

10

0000082

00000¢ T

dega) yeplL esedag

TN U 2[RS P8 Euaiey [Dela] ueepaq ad

10

00000592

0000005

dega] |emediag

D)0V LdVEDBEg T| T2 Wgd| 0T penuey|T

NVONVHILIN

VANKIVT NVTVINS353N

LINSKOD VAYY VHLEY

[EITTy yelegsar| esey  |oN

NYHIdAY)
TZ [Bseq Ydd M3IIATH NYIINIY

ueynsuo) JawaSeueyy pue swojsn) ‘vey paiaissay |\YLd

(ENGET - [T 850 g ALk uepany,

§'F JRQUIET)

IKA PRAVITA WARDANI

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

SKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.2.2.1.2 SPT PPh Pasal 23
Dalam melakukan kegiatan usaha atau operasionalnya, PT. ABC terkadang
menggunakan jasa perusahaan lain. Atas transaksi ini PT. ABC wajib memotong
PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2008 diketahui bahwa atas penghasilan tersebut di
bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga,
royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21.
b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2,
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21
Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 23 PT. ABC yang dilakukan oleh

Analis terkait adalah:
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1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh
Pasal 23,

2. Analis akan melakukan pengecekan ulang atas perhitungan PPh Pasal
23 sesuai dengan UU PPh,

8. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SPT
tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada dan SSP sebagai
bukti pembayaran,

3. Pengecekan SPT termasuk juga dengan masing-masing Bukti Potong
PPh Pasal 23nya,

4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau review report atas tax review PPh Pasal 23 yang

dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :
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4.2.2.1.3 SSP PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak
Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib
Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.
Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dilaporkan pada SPT PPh Tahunan
(SPT 1771). PT. ABC masih mengalami kerugian fiskal sehingga dasar
pengenaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 25 tidak ada, sehingga nilai untuk
angsuran PPh Pasal 25 nya adalah 0 (nol) rupiah. Karena tidak ada yang dibayar,
PT. ABC wajib melaporkan SSP PPh Pasal 25 ke KPP setiap masanya.

Prosedur untuk mereview SSP PPh Pasal 25 PT. ABC yang dilakukan oleh
Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SSP PPh
Pasal 25,

2. Analis akan melakukan pengecekan dengan SPT Tahunan (SPT 1771)
tahun sebelumnya untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 tahun
berjalan,

3. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SSP
tersebut,

4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan pembetulan dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau review report atas tax review PPh Pasal 25 yang

dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :

SKRIPSI PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA IKA PRAVITA WARDANI
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4.2.2.1.4 SPT PPh Pasal 4 ayat 2

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT. ABC terkadang melakukan
transaksi-transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 4 ayat 2
adalah salah satu jenis Withholding Tax, sehingga PT. ABC wajib memotong PPh
atas transaksi yang termasuk sebagai objek PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 4 ayat 2
bersifat final, maksudnya adalah tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk
PPh Badan Tahunan terutang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 36 tahun 2008 diketahui bahwa Penghasilan yang dikenai pajak bersifat
final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,

2. penghasilan berupa hadiah undian,

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura,

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan, dan

5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.
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Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 4 ayat 2 PT. ABC vyang

dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh
Pasal 4 ayat 2,

2. Analis akan melakukan pengecekan ulang atas perhitungan PPh Pasal 4
ayat 2 sesuai dengan UU PPh dan juga aturan pelaksananya,

3. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SPT
tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada dan SSP sebagai
bukti pembayaran,

4. Pengecekan SPT termasuk juga dengan masing-masing Bukti Potong
PPh Pasal 4 ayat 2 nya,

5. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat 2 tepat
waktu.

Berikut contoh hasil atau review report atas tax review PPh Pasal 4 ayat 2

yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :
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4.2.2.1.5 SPT PPN

PT. ABC juga memiliki sebagai pemungut PPN. Menurut Pasal 3A
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah diatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut,
menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang Terutang. PT. SBI sebagai PKP yang melakukan penyerahan
BKP wajib mengenakan dan memungut PPN yang terutang atas penyerahan BKP
kepada semua pihak, kecuali penyerahan kepada bendaharawan pemerintah. PT.
ABC juga tidak perlu memungut PPN kepada pembeli jika yang diserahkan
adalah barang-barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dalam prosesnya, SPT PPN PT. ABC selalu mengalami lebih bayar setiap
bulannya. Hal ini disebabkan karena penjualan PT. ABC hanya dilakukan untuk
ekspor, jarang untuk lokal dan jika ada nilainya pun tidak signifikan. Atas
kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dimintakan restitusi setiap masanya
oleh PT. ABC. Tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan
permohonan restitusi setiap masa. PKP yang dapat mengajukan restitusi setiap

masa adalah :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada

Pemungut PPN

SKRIPSI PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA IKA PRAVITA WARDANI
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3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang
PPN-nya tidak dipungut;

4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;

5. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau

6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. (Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN : Bagi
Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum
melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan

dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan)

Atas permohonan tersebut, akan dilakukan prosedur pemeriksaan yang
membutuhkan waktu untuk setiap SPT Masa PPN paling lama 1 (satu) tahun.
Mempertimbangkan cash flow perusahaan, maka PT. ABC mengajukan
permohonan untuk menjadi PKP berisiko rendah pada pertengahan Juni 2012.
Hal-hal yang disiapkan oleh PT. SBI dalam permohonan menjadi PKP Risiko
Rendah adalah surat permohonan yang dilengkapi dengan:

1. Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit

oleh Akuntan Publik,

2. Surat Pernyataan nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun
sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah
produksi sendiri.

3. Akta Pendirian dan perubahannya.

dengan syarat tambahan, PT. ABC tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti

permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir.
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Permohonan tersebut diterima, sehingga mulai Juni tahun 2012 sampai sekarang
atas restitusi lebih bayarnya dilakukan dengan prosedur pengembalian
pendahuluan.

Sesuai dengan SE — 12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi
Persyaratan Tertentu diketahui bahwa jika melakukan restitusi dengan
pengembalian pendahuluan, maka harus dilengkapi dengan bukti fisik SPT dan
lampiran-lampirannya. Sehingga PT. ABC harus juga menyerahkan dokumen-
dokumen terkait eksport, impor, penyerahan lokal maupun pembelian lokal. Hal
ini tentu juga mempengaruhi prosedur review oleh KKP Artha Raya Consult yang
harus lebih teliti dalam melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait.

Prosedur untuk mereview SPT PPN PT. ABC yang dilakukan oleh Analis
terkait adalah:

1. Kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum akhir bulan, PT. ABC akan
menyerahkan SPT PPN beserta dokumen-dokumen kelengkapannya
yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) lengkap, Faktur Pajak (FP)
Keluaran (jika ada), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) lengkap,
Faktur Pajak Masukan atas transaksi lokal baik yang bisa dikreditkan
maupun tidak bisa dikreditkan dan database e-SPT PPN,

2. Analis akan melakukan pengecekan terhadap masing-masing jenis
dokumen tersebut dan juga tata cara pengisian SPT PPNnya,

3. PEB, PIB, FP Keluvaran dan FP Masukan lokal akan di cek

kesesuaiannya dengan yang telah di input ke dalam e-SPT PPN,
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4. Kelengkapan PEB dan PIB juga akan dicek, apakah commercial
invoice, packing list, SSPCP, dan Surat Jalan sudah sesuai dengan PEB
dan PIBnya.

5. FP Keluaran akan dicek berdasarkan PER — 17/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,
Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak,

6. FP Masukan akan dicek berdasarkan syarat-syarat boleh tidaknya
dikreditkan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Nomor 42
tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor
8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, diketahui bahwa
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan
dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau

disewakan,
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d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,

f. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan,

g. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak,

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan
pemeriksaan, dan

1. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa
Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

7. Pengisian SPT PPN akan dicek berdasarkan PER — 25/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER - 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN),
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8. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPN tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau review report atas tax review PPN yang

dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :
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4.2.2.2 Tax Review Laporan Keuangan

Selaian tax review terhadap SPT Masa, KKP Artha Raya Consult juga
melakukan tax review terhadap Laporan Keuangan PT. ABC. Laporan Keuangan
yang diberikan untuk direview adalah Laporan Laba Rugi, Neraca dan Buku
Besar. Selain itu, bukti-bukti pendukung terkait misalnya voucher masing-masing
transaksi juga akan diberikan kepada KPP Artha Raya sebagai persiapan data
yang akan dipinjamkan kepada pemeriksa nantinya.

PT. ABC mulai tahun 2010 menggunakan jasa audit untuk menghasilkan
laporan audit. Meskipun menggunakan jasa audit, tetapi untuk koreksi fiskal
mengikuti hasil dari KKP Artha Raya Consult. Pertemuan antara auditor dan
konsultan pajak dilakukan sebelum laporan audit diterbitkan, sehingga terjadi
sinergi baik dari segi akuntansi maupun pajaknya.

Analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult
mengadopsi dari analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan hubungan dan
kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha,
dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis
dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan
bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun untuk mengetahui
arah perkembangannya.

Prosedur untuk mereview laporan yang dilakukan oleh Analis terkait

adalah:
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1. PT. ABC akan menyerahkan secara bertahap Laporan Laba Rugi,
Neraca dan juga Buku Besar untuk tahun berjalan, biasanya data-data
tersebut diserahkan setelah tanggal 31 Desember,

2. Analis akan melakukan analisis laporan keuangan, yaitu analisis
horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal neraca dan laba rugi
digunakan untuk membandingkan jumlah yang tersaji dalam akun-akun
di dalam laporan keuangan terkini dengan jumlah yang tersaji di akun
yang sama di laporan keuang sebelumnya, sehingga terlihat kenaikan
atau penurunannya. Analisis vertikal neraca dan laba rugi digunakan
untuk melihat hubungan antara bagian-bagian laporan dengan nilai total
dalam sebuah laporan keuangan,

3. Analis akan melakukan penelaahan setiap transaksi dari pembukuan
neraca dan laba rugi (buku besar) dan mengidentifikasikan transaksi apa
saja terutang atau merupakan objek pajak, baik PPh maupun PPN
berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku,

4. Analis akan melakukan penelaahan setiap transaksi dari pembukuan
neraca dan laba rugi (buku besar) dan mengidentifikasikan transaksi apa
saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal di PPh Badan berdasarkan
aturan perpajakan yang berlaku, sekaligus sebagai persiapan
penyusunan SPT PPh Badan,

5. Analis akan memisahkan jika terdapat transaksi yang tidak jelas dan
menanyakannya kepada PT. ABC, bila perlu akan diminta dokumen

terkait,
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6. Analis akan melakukan ekualisasi sebagai berikut:

a. Ekualisasi antara omzet pada laporan laba rugi dan penyerahan
menurut SPT Masa PPN,

b. Ekualisasi antara pembelian impor dengan nilai di PIB dan Dasar
Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 Impor,

c. Ekualisasi antara akun-akun terkait biaya gaji baik di laporan laba
rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang ditemukan pada
saat penelaahan pada buku besar laba rugi (berdasarkan detail
keterangan transaksi di buku besar) dengan yang telah dilaporkan
pada SPT Masa PPh 23,

d. Ekualisasi akun-akun terkait biaya jasa, sewa harta selain tanah dan
bangunan, modal (deviden) kepada pihak ketiga baik di laporan laba
rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang ditemukan pada
saat penelaahan pada buku besar laba rugi (berdasarkan detail
keterangan transaksi di buku besar) dengan yang telah dilaporkan
pada SPT Masa PPh Pasal 23,

e. Ekualisasi akun-akun terkait biaya sewa tanah dan bangunan kepada
pihak ketiga ataupun objek-objek PPh Pasal 4 ayat 2 lainnya baik di
laporan laba rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang
ditemukan pada saat penelaahan pada buku besar laba rugi
(berdasarkan detail keterangan transaksi di buku besar) dengan yang

telah dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2,
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7. Analis akan menghitung jumlah pajak yang terutang, baik yang jelas
terutang ataupun yang berpotensi terutang karena grey area,

8. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil
review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera
dilakukan koreksi dan pembetulan SPT jika diperlukan.

Berikut contoh hasil tax review Laporan Keuangan yang dilakukan KKP

Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :
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Gambar 4.22
" Analisis Horizontal Laba Rugi"
20xx 20xy Kenaikan
(Penurunan)
Pendapatan 55.719.071.778 90.090.977.639 62%
Harga Pokok Penjualan 51.139.474.133  §1.040.818.913 58%
4.579.597.646 9.050.158.726
Beban Usaha
Beban Penjualan 347.211.219 2.231.347.422 543%
Beban Umum dan Administrasi 3.589.870.930 4.505.948.939 26%
3.537.082.1459 6.737.296.361
Laba (Rugi) Usaha 642.515.497 2.312.862.365 260%
Penghasilan / (Beban) lain-lain
Lain-lain bersih 2.312.604.675 (1.568.786.662) -168%
2.312.604.675 (1.568.786.662)
Laba Sebelum Beban Pajak (1.670.089.178) 744.075.703 -145%
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan -
pajak Kini 47.259.500 - -100%
Laba (Rugi) (1.717.348.678) 744.075.703 -143%
(1.717.348.678) 744.075.703 -143%

Sumber : KKP Artha Raya Consult

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

IKA PRAVITA WARDANI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NNSUD)) BEAEY BRIV JHY © Jaqung

S99°0FE'669T

000079 T6T
99909 T6RT

99909 T6RT

EVI'SEL 965
0E8'LBEBTT
PEE'ETTRLT
LTIPRLGBT
STEP0009T
TrITRTFPT
SCETOE¥T
ZSE°0WD LS
50570608
LLETO0EOT
LYETBE'BT
EIN

000°0Z9T6T

000°0Z9T6T

1IN

HISI3S

N3A V1 YYSYOE3E
£Z Hdd 1dS ¥vS¥ay3s
T ueBunyiad

Jaquasag
Jaquadop
A0I40)
Jagquiajdasg)
snysndy|
1|
unp
[EI0]
vy
FET1TT
HenIgay
HEenuer
BSEA
tsodeip 3A £7 Ydd L4S|

a4 uawaleusy
NMNY YINYN

(€7 Yydd euansay yedweu eAuunye eweu 3uek) nay dey ueysesepiag

(EZ Ydd Fueany)

ET Ydd

0 HISN35
EE9'956 L8R 6T NI dv1 ¥WSWay3g
EE99S6'LEE 6L 1T Hdd 1d5 4vsvay3g
T ueBunmyjysad
EE9956'LBEET Jaquiasag
TEYETO9HIT Jaquiadon
LITLES90TT 13040
859°50T 08 Jaguandag)
T TESSTOT snisnay
D9EETLBYOT U] STOEBT T HISN3S
EGTZ0F DLET unp GEY LLE 06006 N3N dv YYsSYay3s
LYLO9ZIELTT BN YS9 eST EBDD6 Ndd 1dS H¥SYOd 38|
BOD'ELD'EST'T Jady * ueduniiag)
OTLTLLOPY TRUEN
SSPGEF TG HEenigay STE'IBT'¥9 | BER'LLB'BTOD6 TWL0L
STHBILGLET JJENUE[ - CO0ETHFT SSEET JAqUWasa]
oinug “Buad ESEN ; LSELE L9V L saquadon|
: sodeyp 3ued TZ Ydd 145 9ETEIE BSTGTELBLT 1390140
9ETEIE SIBEFFBSTE Jaquiaidas)
o 9LEOSLDISS SMISNEY|
EE9'956°LBB 6T 1E32] - STO990° EER'ST 1o
D0E'LY ueleqoduad edelg 9ETEIE BILLTRTI9TT funy]
ET9L5690%F T fleg 9ETEIE OBSBLETODTT Bl |
DLSEETITT NLNT / HILSOSWT 9EIEIE DIV BEE'SLT _.E(_
DOB'STE ueleqoduad edelg = GIVEOBETS'T FETET |
DOVBSSET snuog SETEIEEE | BITIBTGLVE HETUGE]
SEEOFITOTT Suns3ue yepll elsay eSeua) yedn 000°009°E TLEWSETIEL HETUE]
FIO'EDT BYT ST e[1ay eSeua) efelg |eqo J0dsy3
TN NNXY VINYN Ndd 1dS
nay deq uexsesepiag
TZ Ydd Ndd|

.ET Ydd UEP TZ Ydd ‘Ndd ISesijenya,,
ET°Y JequieD

IKA PRAVITA WARDANI

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

SKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jnsu0 ) BAEY BYLIY JYY : Jaquing

- HISN3S
000°000°09€ N34 1 ¥¥SYOy3d
000°000°09€ (Z}¥ Hdd 14S ¥¥SYOY3E
T uEgunjyag
000°000°09€
000°00006 H39N3SIg
000°00006 ¥38NILAIS
000°00006 NI
000°00006 134w
_m__z BSEWN

: Jode)ip 3A (Z)t Ydd LdS ueyesepiag

00000098 0D0°00009E

000'000°8T  000'000'08T EMag

000'000°8T  000'000'0ST emas eheig
(z)vydd V1IN NNYY YINYN

nay ___m._ ___E_hm_wm___._um

(Z)¥ ydd

; . yisias

000ZHT T 000°00T'79 10449

000ZHT T 000°00T'79 nay dej

Ydd dda

o00zvzT | oo0oot'z9 V101
0000LTT | 00D0'00S'8S ¥5'Ld £1/iI1/¥s/zo0|s10z/£0/0E
000'2L 000°009°€ ¥5'Ld £T/Ifys/T00l€T0z/10/1E

£Z Hdd dda s3yddng ewey 1044ng "ON [eF3ue]

: 10gYng ueyJesepiag

000THT T 000°00T 79 ese[ uejenfuaq

EZYdd IVIIN NNXY YINYN

(eser uejenluad seje) nay de ueyJesepiag

(E7 Yad =4 Sue)

7 Ydd

()t Udd UEP £7 Ydd Isesiieny3,
¥7'p JequiEn

IKA PRAVITA WARDANI

PENERAPAN TAX REVIEW OLEH KKP ARTHA

RAYA CONSULT....

SKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.2.3 Perbedaan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. ABC Sebelum dan Sesudah
Diterapkan Tax Review oleh KKP Artha Raya Consult

PT. ABC baru menjadi klien KKP Artha Raya Consult pada pertengahan
Juni tahun 2012. Prosedur tax review pun baru dilakukan untuk SPT Masa
maupun laporan keuangan tahun 2012. Untuk tahun pajak 2010, PT. ABC
meminta jasa pendampingan atau Tax Audit Assisstance Service kepada KKP
Artha Raya Consult karena akan melakukan proses Keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak (SKP) pada tahun 2012. Untuk tahun pajak 2011, PT. ABC juga
meminta Tax Audit Assisstance Service kepada KKP Artha Raya Consult karena
sedang dalam proses pemeriksaan atas lebih bayar SPT PPh Badan Tahunan pada
tahun 2012.

Pemeriksaan Pajak untuk tahun pajak 2010 telah selesai dan sudah terbit
SKP, sehingga KKP Artha Raya Consult sudah tidak dapat melakukan tax review
terhadap SPT Masa, laporan keuangan dan juga SPT PPh Badan tahunannya.
KKP Artha Raya Consult mendampingi dan membantu PT. ABCdalam
mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam proses keberatan. Permohonan
keberatan atas SKP Pemeriksaan Pajak tahun 2010 dilakukan di tahun 2012 dan
hasilnya keluar pada tahun 2013. Permohonan keberatan tersebut ditolak sehingga
PT. ABC didampingi oleh KKP Artha Raya Consult melakukan prosedur banding
atas Ketetapan Keberatan tersebut. KKP Artha Raya Consult membantu
mempersiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang diminta oleh majelis

hakim dalam sidang banding. Setelah proses banding yang memakan waktu
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hampir 1 (satu) tahun, keluarlah keputusan banding yang menyatakan bahwa

permohonan banding PT. ABC dikabulkan.

Jangka waktu mulai dari dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak

2010, terbitnya SKP, proses keberatan sampai dengan banding berlangsung

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu mulai pertengahan tahun 2011 sampai

dengan 2014. Hal ini sangat merugikan perusahaan, terutama terkait dengan cash

flow PT. ABC karena PT. ABC harus membayar PPh maupun PPN Kurang Bayar

berdasarkan SKPKB maupun SKPKBT. PT. ABC membayar terlebih dahulu

karena ingin menghindari sanksi kenaikan seandainya kalah keberatan ataupun

banding. Berikut rincian mengenai jumlah yang harus dibayar PT. ABC atas hasil

pemeriksaan pajak tahun 2010:

Tabel 4.2

Rekap SKPKB Tahun 2010

No | No Surat Ketetapan | Jenis Pajak Tanggal Nominal (Rp)
Pajak Kurang Bayar Jatuh Tempo
(SKPKB)
1 | 00009/206/10/643/12 | PPh Badan | 25 Mei 2012 477.727.428
Total 477.727.428

Sumber Data : PT. ABC
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Tabel 4.3

Rekap SKPKBT Tahun 2010

No | No Surat Ketetapan Jenis Pajak Tanggal Nominal (Rp)
Pajak Kurang Bayar Jatuh
Tambahan (SKPKBT) Tempo
1 | 00001/307/10/643/12 | PPN Januari | 25 Mei 2012 8.700.944
2 | 00002/307/10/643/12 | PPN Februari | 25 Mei 2012 40.046.006
3 |1 00003/307/10/643/12 | PPN Maret 25 Mei 2012 60.653.886
4 | 00004/307/10/643/12 | PPN April 25 Mei 2012 122.939.650
5 1 00005/307/10/643/12 | PPN Mei 25 Mei 2012 133.099.176
6 | 00006/307/10/643/12 | PPN Juni 25 Mei 2012 114.903.010
7 |100007/307/10/643/12 | PPN Juli 25 Mei 2012 215.046.908
8 |00008/307/10/643/12 | PPN Agustus | 25 Mei 2012 101.970.736
9 |00009/307/10/643/12 | PPN 25 Mei 2012 917.028
September
10 | 00010/307/10/643/12 | PPN Oktober | 25 Mei 2012 18.629.408
Total 816.906.752
Sumber Data : PT. ABC
Tabel 4.4
Rekap STP PPh Tahun 2010
No | No Surat Tagihan Pajak | Jenis Pajak | Tanggal Jatuh | Nominal
(STP) Tempo (Rp)
1 | 00043/201/10/643/12 PPh Pasal 21 | 25 Mei 2012 495.374
2 | 00060/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 153.415
3 100061/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 16.098
4 | 00062/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 259.121
5 100063/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 431.425
6 | 00064/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 117.242
7 | 00065/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 379.453
8 |00066/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 137.616
9 | 00067/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 136.124
10 | 00068/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 25.493
11 | 00069/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 342.967
12 | 00070/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 244.778
13 | 00071/203/10/643/12 PPh Pasal 23 | 25 Mei 2012 402.981
Total 3.142.087

Sumber Data : PT. ABC
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Tabel 4.5

Rekap STP PPN Tahun 2010

No | No Surat Tagihan Pajak | Jenis Pajak | Tanggal Jatuh | Nominal
(STP) Tempo (Rp)
1 | 00346/107/10/643/12 PPN Januari | 25 Mei 2012 870.094
2 100347/107/10/643/12 PPN Februari | 25 Mei 2012 4.004.601
3 100348/107/10/643/12 PPN Maret 25 Mei 2012 6.065.389
4 | 00349/107/10/643/12 PPN April 25 Mei 2012 | 12.293.965
5 100350/107/10/643/12 PPN Mei 25 Mei 2012 | 13.309.918
6 | 00351/107/10/643/12 PPN Juni 25 Mei 2012 | 11.490.301
7 |1 00352/107/10/643/12 PPN Juli 25 Mei 2012 | 21.504.691
8 |00353/107/10/643/12 PPN Agustus | 25 Mei 2012 | 10.197.074
9 | 00354/107/10/643/12 PPN 25 Mei 2012 91.703
September

10 | 00355/107/10/643/12 PPN Oktober | 25 Mei 2012 1.862.941
Total 81.690.677

Sumber Data : PT. ABC
Selain harus membayar pajak kurang bayar berdasarkan SKP dan juga STP
yang mempengaruhi cash flow dikarenakan PT. ABC baru berdiri tahun 2009 dan
masih mengalami kerugian komersial, PT. ABC juga harus merelakan tidak dapat
melakukan kompensasi kerugian fiskal tahun 2010 di tahun 2011.

Tabel 4.6
Rekap Laporan Laba dan Rugi Komersial

Dan Penghasilan Kena Pajak PT. ABC
No | Tahun Sebelum Pemeriksaan Setelah Pemeriksaan
Laba dan Rugi Penghasilan Laba dan Rugi Penghasilan
Komersial (Rp) Kena Pajak Komersial (Rp) Kena Pajak
Rp) (Rp)

1 2009 -1.478.855.273 | -1.539.263.686 | -1.478.855.273 | -1.539.263.686
2 2010 -167.736.727 | -1.367.457.924 -167.736.727 2.713.882.493
3 2011 -81.840.123 | -1.313.419.963 -81.840.123 591.872.246
4 2012 -1.670.089.170 189.038.345 | -1.689.026.815 -468.720.617
5 2013 744.075.703 1.376.747.100 744.075.703 908.026.482

Sumber : PT. ABC
Sesuai dengan Tabel 4.8 diketahui bahwa ketika PT. ABC belum
menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult yaitu pada tahun 2010, terjadi

temuan yang sangat besar pada peredaran bruto (omzet)nya yaitu sebesar Rp
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4.072.895.270 Hal ini menyebabkan kerugian fiskal tahun 2010 sebelum
pemeriksaan dianggap tidak terjadi dan tidak dapat di kompensasikan kedalam
laporan tahun 2011. Rincian koreksi PPh Badan pemeriksaan tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel 4.7. Setelah menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult pada
tahun 2012, dilakukanlah prosedur tax review baik untuk kewajiban pajak masa
maupun tahunan. Sehingga dapat meminimalkan koreksi pada saat pemeriksaan
karena kewajiban pajak PT. ABC sebisa mungkin sudah dilaksanakan setiap
masanya. Selain itu, PT. ABC juga didampingi ketika menghadapi proses
pemeriksaan. Rincian temuan pemeriksaan dari tahun 2010 sampai dengan 2012

dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.7
Rincian Koreksi Pemeriksaan PPh Badan tahun 2010
PEMERIKSA WAJIB PAJAK SELISIH

Peredaran Usaha 32.675.747.716 28.602.852.446 4.072.895.270
Penghasilan Neto Fiskal 4.253.146.179 180.250.909 4.072.895.270
Kompensasi Kerugian 1.539.263.686 1.539.263.686 -
Penghasilan Kena Pajak 2.713.882.493 (1.359.012.777) 4.072.895.270
PPh Terhutang 628.637.655 - 628.637.655
Kredit Pajak 243.373.600 (243.373.600) -
PPh yang masih kurang/(

lebih ) dibayar 385.264.055 - 385.264.055
Sanksi Admin Pasal 13(2)

KUP 92.463.373 - 92.463.373
Sanksi Admin Pasal 7 KUP - - -
PPh yang masih kurang/(

lebih ) dibayar 477.727.428 (243.373.600) 721.101.028

Sumber Data: PT. ABC
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Tabel 4.8
Daftar Koreksi Pemeriksaan Pajak
Tahun | PPh Badan PPN PPh 21 PPh 23 PPh 4(2)
Pajak (DPP) (Kurang (Kurang (Kurang (Kurang
Bayar) Bayar) Bayar) Bayar)
2010 | 4.072.895.270 | 816.906.752 0 0 0
2011 508.069.454 6.000.000 7.408.595 | 12.602.311 5.000.000
2012 -468.720.619 | 12.040.822 0| 117.609.177 0

Sumber Data: PT. ABC

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari
seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang
dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Untuk menilai penerapan tax review oleh
Konsultan Pajak dilakukan dengan pendekatan tujuan (goal attainment approach).
Tujuan yang ingin dicapai terhadap penerapan tax review adalah peminimalan
koreksi atau temuan dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC.

Tabel 4.9

Perbandingan Koreksi Pemeriksaan Pajak
Sebelum dan Sesudah adanya fax review oleh KKP Artha Raya Consult (1)

Jenis Pajak Sebelum Sesudah Peningkatan/
(Th 2010) (Th 2011) (Penurunan)
Rp Rp %

PPh Badan (Kurang Bayar) | 477.727.428 0 -100%
PPN (Kurang Bayar) 816.906.752 6.000.000 -99%
PPh 21 (Kurang Bayar) 0 7.408.595 100%
PPh 23 (Kurang Bayar) 0| 12.602.311 100%
PPh 4(2) (Kurang Bayar) 0 5.000.000 100%
Jumlah 1.294.634.180 | 31.010.906 -98%

Sumber Data: PT. ABC

Dari persandingan antara jumlah koreksi atau temuan dalam pemeriksaan
pajak sebelum dan sesudah menggunakan jasa KKP Artha Raya dapat diketahui

adanya perbedaan yang cukup signifikan.
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Sesuai dengan tabel 4.9, untuk tahun 2010 dan 2011 diketahui bahwa
terjadi penurunan yang drastis pada koreksi untuk PPh Badan yaitu sebesar
Rp 477.727.428 karena ada tambahan omzet sebesar Rp 4.072.895.270 dan PPN
sebesar Rp 816.906.752. Sedangkan untuk koreksi pada PPh Pasal 21, PPh Pasal
23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 ada peningkatan. Tetapi jika dibandingkan secara
keseluruhan maka akan terjadi penurunan koreksi pemeriksaan.

Tabel 4.10

Perbandingan Koreksi Pemeriksaan Pajak
Sebelum dan Sesudah adanya tax review oleh KKP Artha Raya Consult (2)

Jenis Pajak Sebelum Sesudah Peningkatan/
(Th 2010) (Th 2012) (Penurunan)
Rp Rp %

PPh Badan (Kurang Bayar) | 477.727.428 0 -100%
PPN (Kurang Bayar) 816.906.752 | 12.040.822 -99%
PPh 21 (Kurang Bayar) 0 0 0
PPh 23 (Kurang Bayar) 0] 117.609.177 100%
PPh 4(2) (Kurang Bayar) 0 0 0
Jumlah 1.294.634.180 | 129.649.999 -90%

Sumber Data: PT. ABC

Sesuai dengan tabel 4.10, untuk tahun 2010 dan 2012 diketahui bahwa
terjadi penurunan yang drastis pada koreksi untuk PPh Badan yaitu sebesar
Rp 477.727.428 karena ada tambahan omzet sebesar Rp 4.072.895.270 dan PPN
sebesar Rp 816.906.752. Sedangkan untuk koreksi pada PPh Pasal 23 ada
peningkatan. Tetapi jika dibandingkan secara keseluruhan maka akan terjadi
penurunan koreksi pemeriksaan.

Penerapan prosedur tax review yang baik, berkala dan terencana serta
didukung dengan pendampingan oleh KKP Artha Raya pada saat dilakukan
pemeriksaan pajak dapat meminimalkan koreksi pemeriksaan pajak pada PT.

ABC.
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